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USER REQUIREMENT

Abstract

This research was done by using qualitative apgnoat Banten and Lampung Provincial
Government in order to get the user requirements e application model design. Moreover,
the user requirements was found by doing some,dtegre are: studying UU KIP, studying the
Law of Information Comission Number 1, 2010, dailegth interview with Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Banten Provinggdvernment and also studying it’s public
information service procedure (Law of Governor)daiso doing focus group discussion (FGD)
with PPID of Lampung Provincial Government as timalf step of user requirements gathering
process. As a result of it, the final user requiesits for KIP-Center and it's application design
will be known.

Keywords: web application, government service, PPUSer requirements, public information
disclosure

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan secara kualitatif digkungan badan publik Pemerintah Provinsi
Banten dan Lampung dalam rangka mendapatkan kedbufpdnggunauger requirementserta
merancang model aplikasi yang dibangun. Adapun gadiegn kebutuhan pengguna KGenter
dilakukan dalam beberapa tahap yaitu: mempelajati KUP, mempelajari Peraturan Komisi
Informasi No. 1 tahun 2010, wawancara mendalam aeriRejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Pemerintah Provinsi Banten dampelajari standar operasional prosedur
layanan informasi publiknya (Peraturan Gubernueyias melakukarfocus group discussion
(FGD) dengan PPID Pemerintah Provinsi Lampung seldamalisasi penggalian data kebutuhan
pengguna. Dari hasil analisis beberapa langkaheliatsdidapatkan gambaran kebutuhan
pengguna aplikasi KI&enterserta model aplikasi yang dapat diterapkan.

Kata Kunci: aplikasi web, layanan pemerintah, PPID,kebutuhan pengguna, keterbukaan
informasi publik
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PENDAHULUAN pemerintahan sebag&-government(e-gov)
seperti yang disebutkan pada Instruksi
Diberlakukannya Undang-Undang Presiden Nomor 3 Tahun 2003 bahwa
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan“pemanfaatan teknologi komunikasi dan
Informasi Publik (UU KIP) tanggal 1 Mei informasi dalam proses pemerintahae- (
2010 membawa mekanisme baru dalamgovernment akan meningkatkan efisiensi,
pemerintahan terutama pemerintah provinsiefektivitas, transparansi, dan akuntabilitas
yang merupakan salah satu Badan Publikpenyelenggaran pemerintahan”.  Dengan
yang wajib melaksanakan UU KIP tersebut. adanya kebijakan tentang e-gov inilah KIP-
Dengan adanya UU KIP yang menjadi Centerdidesain sebagai bentuk layaregov
payung hukum bagi masyarakat untuk bagi pemerintah dalam melaksanakan UU
mendapatkan  informasi  publik  sudah KIP serta menjadi bank data dari berbagai
selayaknya seluruh badan publik di Indonesiainformasi yang dibutuhkan oleh masyarakat
mempersiapkan diri  dan melaksanakan(lnpres No. 3 tahun 2003 tentang-
kewajiban seperti yang tertuang pada UU KIP governmentBab Menimbang poin B).
tersebut. Dari uraian di atas, maka
Pemberlakuan UU KIP dimulai sejak permasalahan yang dibahas adalah: (1)
tanggal 1 Mei 2010 belum sepenuhnyabagaimana model layanan informasi publik
dilaksanakan dengan baik oleh badan publikpada Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun
baik pemerintah maupun badan publik lain. 2010 (Perki SLI)?, (2) bagaimana model
Belum siapnya perangkat dan juga belumlayanan informasi publik pada PPID
adanya petunjuk pelaksanaan bagaiman&emerintah Provinsi Banten?, (3) bagaimana
Pejabat Pengelola Informasi dan model layanan informasi publik pada PPID
Dokumentasi (PPID) menjalankan tugasnyaPemerintah  Provinsi  Lampung?, (4)
menjadi kendala dalam pelaksanaan UU KIP.bagaimana model layanan informasi publik
Dari sisi lain, UU KIP yang pada hakekatnya pada KIPE€enter berdasarkan ketiga model
membawa keterbukaan dari suatu badantersebut?.
publik yang sebelumnya bersifat tertutup oleh Tujuan yang dicapai dari
masyarakat sudah barang tentu masih terdapatilaksanakannya penelitian ini adalah akan
resistensi ketika diimplementasikan. Dengandiketahui tentang bagaimana gambaran model
adanya perubahan pola lama yang tertutugkebutuhan pengguna aplikasi K@enterdari
menjadi keterbukaan serta masih kurangnydayanan informasi publik pada: (a) Perki SLI,
sosialisasi yang gencar kepada badan-badafb) PPID provinsi Banten, (c) PPID provinsi
publik yang terdapat di masing-masing Lampung. Sedangkan manfaat yang
provinsi juga menjadi kendala dalam diharapkan dapat diambil dari penelitian ini
pelaksanaan UU KIP tersebut. adalah: (1) Untuk mendapatkan gambaran
Kesiapan PPID dalam melaksanakandesain / model dari kebutuhan PPID terhadap
tugasnya seperti yang terdapat dalam UU KlPsuatu layanan informasi publik yaranline
tentunya perlu dibantu dengan dukungan-seperti yang diamanatkan dalam UU KIP
dukungan yang ada. Salah satunya adalallerutama pada sistem layanan informasi
dengan membangun sistem informasi yangpublik kepada masyarakat; (2) Sebagai acuan
memudahkan tugas PPID dalam memberikardalam pengembangan aplikasi Krenter.
pelayanan publik kepada masyarakat yang
membutuhkan. Tantangan pengembangan
Keterbukaan Informasi PubliCenter (KIP- LANDASAN KONSEP
Centej) adalah membentuk suatu sistem yang
dapat mengelola bagaimana informasi publikUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
nantinya didokumentasikan,dipublikasikan, Tentang Keterbukaan Informasi Publik
dan didistribusikan kepada masyarakat secarguUU KIP)

online  Pemanfaatan media teknologi h
informasi  sebagai  media  layanan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008
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tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU terian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
KIP) yang merupakan undang-undang yangdijelaskan bahwa PPID adalah pejabat yang
menjamin warga negara untuk memperolehbertanggung jawab dalam pengumpulan,
informasi publik dalam rangka mewujudkan pendokumentasian, penyimpanan, pemeliha-
dan meningkatkan peran aktif masyarakatraan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan
dalam penyelenggaraan negara. Peran badanformasi di Lingkungan Kementerian Dalam
publik untuk membuka akses informasi Negeri dan Pemerintah Daerah.
kepada masyarakat harus dilaksanakan. Peran Adapun tugas PPID sesuai dengan
UU KIP adalah mendorong terjadinya Permen No. 35 Tahun 2010 pada pasal 9
penyelenggaraan pemerintahan ke arah yangdalah: (1) mengoordinasikan dan mengonso-
lebih transparan, akuntabel, partisipatif, lidasikan pengumpulan bahan informasi dan
efektif, dan efisien dalam rangka reformasi dokumentasi dari PPID Pembantu. (2)
pelayanan informasi publik. Menyimpan, mendokumentasikan, menyedia-
UU KIP secara umum bertujuan kan dan memberi pelayanan informasi kepada
memberikan jaminan kepada warga negargoublik. (3) Melakukan verifikasi bahan
untuk mengetahui rencana pembentukaninformasi publik. (4) Melakukan uji konse-
kebijakan publik yang dilakukan oleh kuensi atas informasi yang dikecualikan. (5)
pemerintah beserta alasannya, mendorondVelakukan pemutakhiran informasi dan
partisipasi masyarakat dalam proses pengamdokumentasi. (6) Menyediakan informasi dan
bilan kebijakan publik, meningkatkan peran dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.
aktif ~masyarakat dalam pengambilan Selain itu, dalam rangka
kebijakan publik dan pengelolaan Badan melaksanakan tugasnya seperti yang
Publik yang baik, mewujudkan penyelengga- disebutkan dalam pasal 9 tersebut PPID
raan negara yang bailgdod governange  memiliki wewenang untuk: (1) menolak
mengetahui alasan kebijakan publik yang memberikan informasi yang dikecualikan
memengaruhi hajat hidup orang banyak, sesuai dengan ketentuan peraturan
mengembangkan ilmu pengetahuan danperundang-undangan. (2) Meminta dan
menyerdaskan kehidupan  bangsa, sertanemperoleh informasi dari unit kerja /
meningkatkan pengelolaan dan pelayanarkomponen / satuan kerja yang menjadi
informasi di lingkungan Badan Publik untuk cakupan kerjanya. (3) Mengoordinasikan
menghasilkan layanan informasi yang pemberian pelayanan informasi dengan PPID
berkualitas. Pembantu dan / atau Pejabat Fungsional yang
Selain itu, dalam UU KIP juga diatur menjadi cakupan kerjanya. (4) Menentukan
tentang bentuk informasi publik yang harus atau menetapkan suatu informasi dapat /
dikelola oleh badan publik, informasi tersebut tidaknya diakses oleh publik. (5) Menugaskan
terdiri dari: informasi publik yang wajib PPID Pembantu dan / atau Pejabat Fungsional
disediakan dan diumumkan secara berkalauntuk membuat, mengumpulkan, serta
informasi publik yang wajib diumumkan memelihara informasi dan dokumentasi untuk
secara serta merta, informasi publik yangkebutuhan organisasi.
wajib tersedia setiap saat, informasi publik
yang dikecualikan. Informasi publik yang Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
dikecualikan juga diatur dalam pasal 17 UU Tahun 2010 Tentang Standar Layanan
KIP. Informasi Publik (Perki SLI)

: ; Peraturan Komisi Informasi Nomor 1
Pejabat  Pengelola  Informasi Dan
J ehd Tahun 2010 Tentang Standar Layanan
Dokumentasi (PPID) ; . :
Informasi Publik (Perki SLI) merupakan
Menurut Peraturan Menteri Dalam suatu penjabaran tentang bagaimana suatu
Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang layanan informasi publik pada suatu badan
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informaspublik dapat diterapkan. Di dalam Perki SLI
dan Dokumentasi di Lingkungan Kemen- secara garis besar merupakan bentuk dari
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pelaksanaan ketentuan atas UU KIP padaPublik; (2) Kebutuhan sistem; (3) Desain
Pasal 1 angka 4 yang menyebutkan “Komisiaplikasi awal (proses bisnis awal); (4)
Informasi adalah lembaga mandiri yang Analisa, (5) Desain  aplikasi; (6)
berfungsi menjalankan Undang-Undang ini Pengembangan aplikasi; (7) Pengujian dan
dan peraturan pelaksanaannya, menetapkamtegrasi  aplikasi. (8) Maintenance
petunjuk teknis standar layanan informasi(Munassar dan A. Govardhan; 2010)

publik dan menyelesaikan sengketa informasi Definisi masalah pada KIBenter
publik melalui mediasi dan/ atau ajudikasi adalah membangun sistem layanan secara
nonlitigasi. onlinedalam bentuk web sebagaimana bentuk

Perki SLI yang telah dibentuk oleh e-gov yang saat ini diterapkan oleh
Komisi Informasi merupakan peraturan yang Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah
dapat menjadi petunjuk teknis suatu layananProvinsi Lampung. Selanjutnya,
informasi publik dapat dilaksanakan oleh permasalahan mengacu pada model aplikasi
badan publik. Petunjuk yang terdapat dalamyang akan dibentuk dan proses bisnis yang
Perki SLI secara umum bersifat global sertaberjalan sesuai dengan UU KIP, Perki SLI
menjadi standar / acuan tentang bagaimanaerta Pergub tentang layanan informasi publik
layanan informasi publik berjalan, setiap dari masing-masing instansi.
badan publik dapat membentuk peraturan Kebutuhan sistem pada KiPenter
teknis / standar layanan sendiri yang lebihdiketahui pada saat dilaksanakan pencarian
khusus diimplementasikan pada instansinyakebutuhan pengguna(user requirement)
masing-masing yang mengacu pada Perki SLIProses bisnis awal yang diusung pada aplikasi
dengan kebijakan-kebijakan yang telah KIP-Center bersumber dari Perki SLI yang
disesuaikan. dibentuk oleh Komisi Informasi. Dalam tahap

Dalam penelitian ini, Perki SLI ini aplikasi KIPCenter masih belum
berkedudukan sebagai acuan pertama dalarterbentuk (bukan beruparototypg akan
pengembangan model serta proses bisnis yantgtapi masih dalam bentuk analisis kebutuhan
ada pada aplikasi KIRenter Perki SLI yang pengguna yang akan dikembangkan seiring
merupakan standar dari peraturan layanardengan dilakukannya pengumpulaoser
informasi publik yang lebih khusus (Pergub, requirement Dengan adanya proses bisnis
Perbup, Perwali, atau bentuk peraturan lainawal dari Perki SLI ini dapat menjadi patokan
tentang layanan informasi publik) menjadi pengembangan KIRenter serta proses
satu garis besar dalam pemodelan aplikaspengumpulamuser requirement.

KIP-Center dari sisi pengguna yaitu PPID Analisis dilakukan setelah proses
dan masyarakat, serta pemodelan prosepengumpulanuser requirementdilakukan.
bisnis dari layanan-layanan informasi publik Pada proses analisis ini dilakukan dalam dua

yang ada dalam Perki SLI tersebut. tahap yang mana proses pengumpulaer
requirementdilaksanakan dalam dua fase: (1)
Modified Waterfall Model Fase pertama pengumpulager requirement

dari Pemerintah Provinsi Banten dengan
wawancara mendalam serta pengumpulan
data teknis; (2) Fase kedua pengumpuiser
requirement dari Pemerintah  Provinsi
Lampung dengarfFocus Group Discussion
I4Hu|l, Jackson, dan Dick; 2011). Dari fase
pertama analisis dilakukan dari data yang
diperoleh dari PPID Pemprov Banten
sekaligus untuk mendapatkan masukan,
secara linier dalam beberapa tahapan utamB€ngayaan, serta revisi dari proses bisnis awal
o .yang sudah ada sebelum masuk pada
yaitu: (1) Definisi masalah dan eksplorasi :
konsep tentang Keterbukaan Informasi pengumpulanuser requwementpadg f_ase
kedua. Pada fase kedua, proses bisnis yang

Pada pengembangan aplikasi KIP
Centerini merujuk ke desain pengembangan
aplikasi denganModified Waterfall Model
(MWM). MWM  sendiri  merupakan
perubahan dariWaterfall Model Dalam
MWM tahapan-tahapan dalam pengembanga
aplikasi yang berjalan dapat diulang kembali
apabila diperlukan. Secara garis besar
pengembangan aplikasi KIP Center berjalan
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diajukan kepada PPID Pemprov Lampungmasing komponen aplikasi teruji, dilakukan
adalah hasil analisis dari fase pertama. Padg@enggabungan komponen menjadi satu sistem
proses ini bertujuan untuk mendapatkanKIP Center. Pada tahap ini pengujian ini
analisis dari user requirement sebelum dilakukan penguji aplikasi téste) yang

aplikasi dibangun. menjalankan siklus pengujian yang telah
Desain aplikasi dirancang setelah diskenariokan oleh pengembang aplikasi.

proses analisis dilakukan. Dengan

memperhatikan peran pengguna yang terdapat

dalam pelayanan informasi publik pada setiap METODE PENELITIAN

pemerintah provinsi serta mempelajari aturan-

aturan pada layanan informasi publik di setiap Penelitian dilakukan dengan

pemerintah  provinsi akan tergambar pendekatan kualitatif dengan  menitik
bagaimana proses-proses tersebut diim-beratkan pada pencarian kebutuhan pengguna
plementasikan pada sistem K@enter. berdasarkan UU KIP, Perki SLI, serta
Desain aplikasi dilakukan dengan membentukdilakukan wawancara mendalam dengan
bagan berupa diagram-diagram UML dari beberapa narasumber PPID pada Pemerintah
proses / model bisnis dan diagram alur.Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi
(Johnston; 2003). Pada proses ini hasil yang.ampung serta studi literatur dokumen
dapat diperoleh adalah gambaran dari modependukungnya. Tahap dalam mendapatkan
sistem yang telah dirancang ke dalam bagankebutuhan pengguna tersebut adalah: (1) Pada
bagan dan alur-alur data / informasi yangtahap pertama dilakukan perancangan aplikasi
menjadi acuan ketika pengembangan aplikasdari literatur berupa Perki SLI yang nantinya
dilakukan. diajukan sekaligus sebagai instrumen awal
Pengembangan aplikasi adalah prosepada tahap kedua; (2) Pada tahap kedua
teknis sistem KIRCenterdibangun. Dengan dilakukan wawancara mendalam dengan
acuan kebutuhan sistem dan desain aplikasPPID dengan memberikan model yang
yang tertata pengembangan dilakukan secaraibentuk dari Perki SLI untuk mendapatkan
maksimal sesuai dengan kurun waktu yangmasukan serta revisi yang diperlukan, hasil
tersedia. Pengembangan aplikasi bisa berjalawlari tahap kedua ini kemudian dianalisis
dengan cara parsial dilakukan pemecaharuntuk menjadi model pada tahap ketiga; (3)
dari masing-masing komponen sesuai dengarPada tahap ketiga dilakukan FGD dengan
analisis  kebutuhan yang selanjutnya PPID Pemerintah Provinsi Lampung dari
digabungkan menjadi satu kesatuan sistermhasil yang didapatkan pada tahap kedua untuk
KIP Center yang utuh. Pemecahan mendapatkan masukan dari desain
pengembangan aplikasi secara parsial inisebelumnya sehingga setelah tahap ketiga
ditentukan dari peran  masing-masing dilaksanakan akan dilakukan analisis
komponennya, dimaksudkan agar alur datauntuk mendapatkan desain akhir yang
yang nantinya berjalan bisa diketahui secaramendekati ideal.
cepat dan tepat apabila terjadi kesalahan. Pengguna yang dalam hal ini adalah
Setelah proses pengembanganPPID sebagai objek dari penelitian akan
dilakukan perlu dilakukan pengujian dalam memaparkan kebutuhan pada Klenter

dua tahap. tahap pertama merupakarmelalui wawancara sertaFocus Group
pengujian dari fungsi masing-masing Discussion (FGD). Selain dengan PPID
komponen yang telah terbentuk. Pada tahagpenggalian data dilakukan dengan

ini komponen yang tidak berjalan dengan pengurus dari infrastruktur kedua Pemerintah
semestinya dilakukan perbaikan sampaiProvinsi untuk mendapatkan data teknis
komponen tersebut berjalan sesuai dengarketika pengembangan nantinya aplikasi
rancangan. Pengujian  dilakukan oleh dilaksanakan. Instrumen-instrumen pada
pengembang aplikasi dikarenakan proseskedua Pemerintah Provinsi yang dibutuhkan
pengulangan masih mungkin sering terjadi.untuk diketahui antara lain: bentuk
Pada tahap selanjutnya setelah masingkelembagaan PPID, struktur PPID, proses
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bisnis pelayanan publik yang ada, data teknissecara kehumasan seperti pada Peraturan
basis data flatabase data tekniserver data  Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2010
teknisbandwidth serta jaringan internetnya. dan juga telah terbentuk forum kehumasan
Sampel penelitian diambil secara yang beranggotakan aparatur kehumasan
purposif sampling berdasarkan kriteria, yang menjadikan sarana pertukaran informasi
pengguna: adalah  Pejabat Pengeloladi lingkungan Pemprov Banten. Selain itu
Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau di koordinasi dan sosialisasi terkait dengan UU
instansinya. Pemerintah Provinsi Banten danKIP juga sudah diikuti dan dilakukan dengan
Pemerintah  Provinsi Lampung secara Komisi Informasi Provinsi Banten,
organisasi telah memiliki PPID dalam lingkungan akademis, dan juga wartawan.
struktur  layanan informasi publiknya. Terkait dengan pelaksanaan UU KIP oleh
Pengambilan Provinsi Banten dan ProvinsiBiro Humas Pemprov Banten dari segi dasar
Lampung dengan acuan perbedaanhukum telah terdapat Peraturan Gubernur /
karakteristik masyarakat dan perbedaan lainPergub yang menjadi standar operasional
seperti Provinsi Banten adalah Provinsi yangprosedur (SOP) bagi Biro Humas yang
masih relatif baru dibandingkan dengan nantinya menjadi PPID Pusat di lingkungan
Pronvinsi Lampung. Pemerintah Provinsi Pemprov Banten untuk melaksanakan UU
Banten dan Pemerintah Provinsi LampungKIP. Adapun, Pergub tersebut adalah
sudah memanfaatkawebsite sebagai media Peraturan Gubernur Banten Nomor 16 Tahun
penyaluran informasi kepada masyarakat. 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi
Publik dan Dokumentasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Banten.
HASIL PENELITIAN DAN Dari sisi SDM yang ada di Biro
PEMBAHASAN Humas Pemprov Banten idealnya PPID
dibantu oleh pejabat fungsional seperti
Kesiapan Dasar Hukum,  Struktur Pranata Humas, Pranata Komputer serta
Organisasi dan SDM Biro Humas Pemprov  Arsiparis akan tetapi di Biro Humas Pemprov
Banten Banten hanya terdapat Arsiparis. Walaupun
SDM kehumasan yang bekerja di Biro bukan

Wawancara ccjj'illali(uli(an gi Biro Humasl pranata humas, secara umum SDM tersebut
Pemprov Banten dilakukan dengan Kepa akompeten di bidang kehumasan.

Humas dan Protokol Pemprov Banten Bapak

Komari, S.Pd, MM, beserta beberapa kepalaygagiryktur ~ Teknologi  Informasi

s_eksmya. D_arl wawancara yang dilakukan Dishubkominfo Pemprov Banten

didapatkan informasi bahwa nantinya PPID

Provinsi Banten dijabat oleh Kepala Biro Secara garis besar, infrastruktur TIK

Humas dan Protokol yang bertanggung jawabyang dimiliki oleh Pemprov Banten dikelola

langsung kepada Gubernur. Secara organisasileh Dinas Perhubungan Komunikasi dan

PPID di lingkungan Provinsi Banten, sudah Informasi (Dishubkominfo) berfungsi dan

dibuat keputusannya. dimanfaatkan  dalam  kegiatan  harian
dibentuk juga petugas tim kehumasan lingkungan pemerintahan Pemprov Banten.

pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPDPDari segi beban server diperkirakan masih

Provinsi Banten seperti yang tertuang pada76% pemanfaatannya, pemanfaatan KIP-

keputusan Gubernur Banten No. 01905/KEP-Center sebagai aplikasi tambahan dirasakan

292-HUK/2010. Dengan landasan keputusantidak terlalu berpengaruh, selain itu

Gubernur tersebut, menunjukkan kesiapankebutuhan teknis lain sepertveb server,

Pemda Provinsi Banten beserta SKPD yangdatabase server, mail servejuga sudah

terkait dalam melaksanakan UU KIP. dikelola  sendiri oleh  Dishubkominfo
Seiring dengan hal tersebut, prosesPemprov Banten.

kehumasan di lingkungan Pemprov Banten

sudah berjalan dengan baik / sudah bekerja
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Kesiapan Pemprov Lampung Terkait Dimana pada PPID Pemprov Lampung

Pengembangan KIPCenter berlum tergambar layanan informasi publik

yang berjalan, belum adanya standar
operasional prosedur yang jelas tentang
bagaimana melakukan pelayanan informasi
) . : o publik, belum terdapat struktur pengelola

dlsamplng Pemerln.tah Provinsi B:_;mten. Pada\ayanan informasi publik sesuai dengan
penelitian yang dilaksanakan  di P_empm\_’fungsinya dan belum adanya dukungan penuh
Lampupg ini dilakukan pada satu instansi baik dari segi perangkat dan juga anggaran
yang d'FunJUk oleh Gubernur Lampung ur_1tuk untuk menjalankan peran PPID sebagaimana
menjadi PPID Pemprov Lampung yaitu Dinas y oo giharapkan. Sehingga pada saat
Kom_unlka5| d_an Inforr_nanka (Dl_nas penelitian di lingkungan PPID Pemprov

Kominfo). Selain menjadi PPID, Dinas | 55 ng berjalan dapat digambarkan bahwa
_Kommfo Juga bertanggung jawab gkan PPID Pemprov Lampung secara struktural
jalannya infrastruktur internet sertaebsite telah terbentuk sejak tahun 2010 akan tetapi

yang dimiliki oleh Pemprov Lampung. . eran atau kinerja seperti pada PPID yang
Berbeda dengan proses pencarian dat iharapkan  belum  berjalan. Hal ini

di Pemprov Banten, pencarian data tentangsebenarnya bisa  dimaklumi karena
kesiapan di lingkungan Pemprov Lampung hompentukan PPID tersebut berlangsung
Int, d|IaI_<ukan dengan metodé_ocus Group  sepelum dikeluarkannya Peraturan Komisi
Discussion (FGD) dengan pejabat dan staf Informasi No. 1 Tahun 2010 yang

yang terkait dengan UU KIP serta berperanmenjelaskan bagaimana PPID tersebut
dalam jalannya PPID di lingkungan Pemprov berjalan.

Lampung. Dengan melaksanakan FGD yang
bersumber dari hasil analisis pengumpulan

data di Pemprov Banten hasil yang PPID, pelayanan informasi publik di Pemprov

diharapkan menjadi semakin jelas akan Lam : :
) ; pung belum berjalan seperti apa yang
bagaimana kebutuhan layanan Ki@nter di digagas pada analisis pelayanan informasi

instansi kedua Pemerintah Provinsi tersebut. publik KIP-Center Akan tetapi, secara garis

besar PPID Pemprov Lampung menyetujui
tiga hal utama dalam bagaimana pelayanan
informasi publik yang digagas pada KIP-
Center yaitu: Layanan informasi publik

dilakukan melalui web, terdapat proses
dokumentasi dan publikasi, layanan informasi

Dilakukan pengambilan data dengan Publik dilakukan dengan  pendaftaran
cara focus group discussio(FGD) yang Pengguna sebelum pengguna melakukan
dilaksanakan di Dinas Kominfo Pemprov Permohonan informasi publik. _
Lampung sebagai PPID Koordinator yang ~Hal yang sama juga didapat dari
ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Lampung. analisis segi kebutuhan layanan informasi

Hasil FGD diperoleh informasi Publik yang terdapat pada Ki@enteruntuk
tentang keadaan PPID di Pemprov Lampungditerapkan di  PPID Pemprov Lampung.
PPID Pemprov Lampung pada saat penelitianPimana, pada KIFCenter terdapat dua hal
dilaksanakan sudah terbentuk dan terdapattama yang berjalan sebagaimana tugas PPID
Surat Keputusan Gubernur Lampung yangYaitu: Dokumentasi (informasi  publik,
mengamanatkan pembentukan PPID tersebuP@ngguna KIFCenter permohonan informasi
sejak tahun 2010 (SK. publik, pengajuan keberatan dan laporan-
NomorG/238/11.07/2010). Akan tetapi pada !aporan) dan Layanan (publikasi informasi
pelaksanaannya, PPID yang terbentuk masitPublik, —permohonan informasi  publik,

belum berjalan sebagaimana mestinya.Pengajuan keberatan). _
Dari segi sumber daya manusia

Pemprov Lampung, adalah salah satu
Pemerintah Provinsi yang juga menjgdot
project pada pengembangan K@enter

Belum adanya standar operasional
prosedur (SOP) dalam menjalankan fungsi

Kesiapan Dasar Hukum,  Struktur
Organisasi, dan SDM PPID Dinas
Komunikasi dan Informatika (Dinas
Kominfo) Pemprov Lampung
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(SDM) vyang terdapat pada lingkungan PPID, (3) Informasi Publik, (4) Pemohon, (5)
Pemprov Lampung secara keseluruhanFormulir-formulir, (6) Buku Register. Dari
hampir 90% SDM-nya telah memanfaatkan deskripsi singkat ini, perencanaan KIP-
internet dalam kesehariannya. Akan tetapiCenter sebagai layanan informasi publik
seperti halnya di lingkungan Pemprov online kepada masyarakat mengacu pada
Banten, di Pemprov Lampung keberadaaninduk utama atau sebagai konten / layanan
pejabat fungsional yang mendukung perantambahan dari situs Badan Publik tersebut.
PPID masih belum banyak dimana hanyaSehingga posisi KIPCenter sendiri tidak
terdapat 3 fungsional Pranata Humas. Akanterlepas dari keberadaamvebsite Badan
tetapi peran dari masing-masing individu di Publik sebagai beranda utamanya.
lingkungan PPID Pemprov Lampung baik PPID merupakan entitas yang terkait
dari segi kehumasan maupun teknis dapatlengan pelayanan informasi publik. Dengan
membantu bagaimana PPID Pemprovtugas utamanya seperti  menyimpan,
Lampung berjalan nantinya dengan dukunganmendokumentasikan, = menyediakan, dan
sosialisasi secara langsung tentang PPID danmemberikan layanan informasi publik kepada

pemerintah pusat. masyarakat inilah yang juga menjadikan

peran entitas PPID terdapat di layanan KIP
Infrastruktur Teknologi Informasi Dinas Center. Pada implementasinya, tugas PPID
Kominfo Pemprov Lampung dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan

. skema pengembangan proses bisnis KIP
Pengelolaan infrastruktur TIK Centeryang tersusun.

dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Kominfo Entitas selanjutnya adalah pemohon.
yang juga menjadi PPID Pemprov Banten. oq,qykan pemohon dari layanan publik

Beban pada perangkat keras dirasakan tidaiédalah sebagai entitas yang membutuhkan

ada kendala berarti, begitu pula pada bebafiformasi puplik dari ~ Badan  Publik.

jaringan internet. Dari segi teknis aplikasi oy qkan yang sama juga diterapkan pada
yang dimiliki Pemprov Lampung relatif sama |, 435 KiPcenter dimana pemohon adalah

(web se_rversErta database servgrseperti  gopnaqai entitas yang hanya dapat melakukan
yang digunakan pada Pemprov Banten. o ononan informasi publik dengan aturan

Dengan adanya hal yang identik terset_)ut,yang sesuai dengan standar layanan informasi
pengembangan KIBenter mengadopsi publik yang ada.

lingkungan web dan basis data yang Kedudukan informasi publik seperti

digunakan oleh kedua instansi, yaitpache- : : : o
i pada layanan informasi publik adalah menjadi
PHP-MySQL serta memanfaatkan  fitur e vang mana objek tersebut diunggah /
layanan email karena kedua instansi mem|I|k|dibuat / dikelola oleh PPID dan dibutuhkan
mall.':( Server sendiri akan tetapi berbeda oleh masyarakat. Kedudukan yang sama juga
aplikasinya. diterapkan pada layanan K{Benter dimana
_ . . Informasi  Publik yang sesuai dengan
Analisis Entitas dan Proses Bisnis Layanan ketentuan SLI memiliki beberapa jenis

Informasi Publik pada Perki SLI informasi / kategori informasi yang dapat

Dasar perancangan proses bisnis awadiberikan kepada masyarakat.
KIP Center adalah sesuai dengan Peraturan  Pengisian  formulir  permohonan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Menjadi proses transaksi yang diinginkan oleh
Tentang Standar Layanan Informasi Publik masyarakat kepada PPID terkait dengan

(Perki-SLI) yang dijelaskan pada beberapainformasi publik.. Pada Kl@enter_layangn
pasal. permohonan  informasi  publik  juga

Dari beberapa pasal Perki SLI menggunakan formulir permohonan sebagai

kemudian dianalisis dan akhirnya didapatkanProses terkait dengan informasi publik mulai
6 entitas utama da'am suatu |ayanandar| pendaftaramlsel’, permOhonan |nf0rmaS|

informasi publik yaitu: (1) Badan Publik, (2) Publik sampai dengan pengajuan keberatan.
Buku register dalam implementasi
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layanan informasi publik, merupakan media dimaksud dalam Pasal 11.”. Entitas yang
yang digunakan oleh PPID untuk mencatatberhubungan secara langsung dalam hal
permohonan informasi publik dan proses ini adalah: Badan Publik, PPID, dan
permohonan keberatan dari masyarakatinformasi Publik. Gambaran flowchart
(dokumentasi pelayanan). dokumentasi dan publikasi informasi publik
Secara umum, berikut ini adalah pada Perki SLI terlihat dalam gambar 2.
gambaran hubungan antara ke-enam entitas (2) Permohonan informasi publik
utama tersebut dalam suatlass diagram  seperti yang disebutkan pada pasal 22
seperti terlihat dalam gambar 1. “Seluruh Informasi Publik yang berada pada
Adapun relasi antar entitas adalah Badan Publik selain informasi yang
suatu aktivitas / proses bisnis yang terjadidikecualikan dapat diakses oleh Publik
pada suatu layanan informasi pada Perki SLImelalui prosedur permohonan Informasi
proses bisnis tersebut adalah: (1) dokumentasPublik.”. Serta layanan permohonan yang
dan publikasi (pengumuman) informasi diatur pada pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal
publik seperti yang disebutkan pada Perki SLI26, pasal 27, pasal 28. Entitas yang
pasal 6 “PPID bertanggung jawab di bidang berhubungan secara langsung dalam proses
layanan Informasi Publik yang meliputi ini adalah: Pemohon, Formulir, Buku
proses penyimpanan, pendokumentasianRegister, PPID, dan Informasi Publik.
penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.” Gambaranflowchart permohonan informasi
dan pasal 20 ayat 1 yang menjelaskan tentangublik secara garis besar pada Perki SLI
pengumuman informasi publik “Badan Publik terlihat dalam gambar 3.
wajib mengumumkan informasi sebagaimana

Gambar 1
UML - Class DiagramHubungan Antar Entitas Perki SLI

Femohaon FPID

InformasiFublik ;
Farrmulir BukuRegister BadanPublik

Sumber : Hasil Penelitian 2011

Gambar 2
Diagram Flowchart Proses Bisnis Dokumentasi dan
Pengumuman Informasi Publik Perki SLI

Uji Konsekuensi Penyimpanan & P
Start Informasi Oleh Pemilahan Jenis Informasi » Infgpgl;g?llgmuglri]k End
PPID Publik Oleh PPID

Sumber : Hasil Penelitian 2011

A
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Gambar 3
Diagram Flowchart Proses Bisnis Permohonan Informasi Publik Perki SL

. : Pemberitahuan Tertulis
Pengisian Formulir . . "
| Registrasi Formulir N Oleh PPID
Permohonan Oleh 4 Oleh PPID "|  (Permohonan Diterima End
Pemohon

atau Ditolak)

Sumber : Hasil Penelitian 2011

Gambar 4
Diagram Flowchart Proses Bisnis Pengajuan Keberatan Perki SLI

Pengisian Formulir MPeregl_straS| Tanggapan
Start Keberatan Oleh » engajuan » Tertulis Dari End
Keberatan Oleh
Pemohon PPID Atasan PPID

Sumber : Hasil Penelitian 2011

(3) Pengajuan keberatan seperti yangterdapat pada masing-masing PPID. Pada
disebutkan pada pasal 30 ayat 1 “PemohorPemerintah Provinsi Banten sudah disusun
Informasi  Publik berhak mengajukan SOP tentang layanan informasi publik seperti
keberatan dalam hal ditemukannya alasanyang terdapat pada Pergub Banten No. 16
sebagai berikut: ” dan selanjutnya pada hurufTahun 2011. Hasil analisis Pergub Banten No.
a-g. Serta prosedur layanan keberatan padd6 Tahun 2011, didapatkan 6 entitas utama
suatu badan publik yang dijelaskan pada pasatlalam suatu layanan informasi publik pada
31, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35Pergub Banten vyaitu: (1) PPID, (2) PPID-
Entitas yang berhubungan secara langsund’embantu (3) Informasi Publik, (4)
dalam proses ini adalah: Pemohon, Formulir,Pemohon, (5) Formulir-formulir, (6) Buku
Buku Register, dan PPID. Gambaran Register. Adapun Badan Publik seperti yang
flowchart pengajuan keberatan secara garisdijelaskan pada Perki SLI tidak menjadi
besar pada Perki SLI terlihat pada gambar 4. entitas pada Pergub Banten, karena pada

(4) Pencetakan laporan yang terdapatPergub Banten badan publik tersebut adalah
pada pasal 36, disebutkan bahwa “BadanPemerintah Provinsi Banten itu sendiri
Publik wajib membuat dan menyediakan sebagai pelaksana UU KIP.

laporan layanan Informasi Publik PPID Pergub Banten adalah pejabat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 palinggang bertanggung jawab dibidang
lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun penyimpanan, pendokumentasian,

pelaksanaan anggaran berakhir.” Adapun,penyediaan, dan / atau pelayanan informasi di
bentuk-bentuk laporan yang disediakan Pemerintah Provinsi Banten. Adapun pada
dimuat pada pasal 36 ayat 3. Entitas yangPergub tersebut terdapat PPID-Pembantu,
berhubungan secara langsung dalam prosedimana PPID-Pembantu tersebut merupakan
ini adalah: PPID dan Buku Register. Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi yang berada pada Satuan Kerja
Analisis Entitas dan Proses Bisnis Layanan Perangkat Daerah.
Informasi Publik pada Pergub Banten No Informasi publik yang dijelaskan pada
16 Tahun 2011 Pergub Banten adalah informasi yang
.. dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan /
. Dasar perancangan - proses blsnlsatau diterima oleh Pemerintah Provinsi
selanjutnya adalah analisis dari SOP yangganten yang berkaitan dengan penyelenggara
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Gambar 5
UML - Class DiagramHubungan Antar Entitas Pergub Banten

FFID atau FFRID Fermbantu FFID Pembantu

Fermohan

P

Formulir BukuRegister InformasiPublik

Sumber : Hasil Penelitian 2011

dan penyelenggaraan negara dan / atageraturan tersebut adalah adanya entitas PPID
penyelenggara dan penyelenggaraanPembantu pada Pergub Banten tidak seperti
Pemerintah Provinsi Banten lainnya, sertapada Perki SLI. Secara garis besar,
informasi lain yang berkaitan dengan keberadaan Pergub Banten dapat dikatakan
kepentingan publik. sebagai turunan dari Perki SLI yang mengatur
Pemohon informasi publik yang lebih jauh tentang layanan informasi publik
terdapat pada Pergub Banten adalah warg@ada Pemprov Banten.
negara dan / atau badan hukum Indonesia Relasi antar entitas atau proses bisnis
yang mengajukan permintaan informasi yang terdapat pada Pergub Banten juga tidak
publik. Adapun pengertian dari entitas jauh berbeda dengan yang dijelaskan pada
pemohon pada Pergub Banten tidak jauhPerki SLI, adapun proses bisnis yang terdapat
berbeda dengan pemohon pada Perki SLI.  pada Pergub Banten adalah sebagai berikut:
Formulir pada Pergub Banten tidak (1) menyimpan / mendokumentasikan
secara langsung disebutkan pada ketentuamformasi publik dan mengumumkannya. (2)
umum, akan tetapi keberadaan formulir Permohonan informasi publik. Serta layanan
diperlukan ketika terjadi layanan informasi permohonan. Entitas yang berhubungan
publik seperti permohonan informasi publik secara langsung dalam proses ini adalah:
serta pengajuan keberatan sehingga formuliPemohon, Formulir, Buku Register, PPID /
menjadi entitas pada layanan informasi publik PPID-Pembantu, dan Informasi Publik. Alur
Pergub Banten. yang berjalan juga tidak berbeda  seperti
Keberadaan buku register yang dijelaskanpada proses permohonan informasi publik di
pada Pergub Banten memiliki fungsi Perki SLI. (3) Pengajuan keberatan. Serta
yang sama seperti yang terdapat pada Perlprosedur layanan keberatan pada suatu badan
SLI, dimana buku register berfungsi untuk publik. (4) Pencetakan laporan.
mencatat dokumentasi pelayanan informasi
publik pada PPID Pemprov Banten, selain itu Analisis Pengembangan KIPEenter
keberadaan buku register dapat digunakan Dengan adanya analisis dari kedua
sebagai pencatataan entitas informasi publikSOP  serta  dilakukannya  wawancara
yang terdapat di lingkungan Pemprov Banten.mendalam dan FGD dalam rangka penggalian
Secara umum, berikut ini adalah gambarandata berikutnya didapatkan model dan proses
hubungan antara ke-enam entitas utama padhisnis yang diterapkan pada K@enter
Pergub Banten dalam suatlass diagram  Model tersebut meliputi: struktur awal
seperti terlihat pada gambar 5. pengelola KIPC€enter, class diagram entitas
Tidak terdapat perbedaan secarautama KIPE€enter activity diagram KIP-
signifikan baik dari entitas dan relasi antar Center dalam suatu proses bisnis utama
entitas pada Perki SLI dengan Pergub Bantenlayanan informasi publik.
Adapun perbedaan entitas dari kedua

1"
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Analisis Struktur Kepengelolaan KIP- di bawahnya untuk melaksanakan fungsi
Center PPID dalam melayani informasi publik
kepada masyarakat. Keempat bidang tersebut
adalah:

(1) Bidang Pengelolaan Informasi dan

Struktur kepengelolaan awal KIP-
Center didapat berdasarkan analisis entitas,

peran tugas dan tanggung jawab PPID, Sert%okumentasi peran utama dari Bidang

penyesuaian fungsi pada masing-masing
elemen dengan tugas dan perannyiengelolaan Informasi dan Dokumentasi yang

sebagaimana yang terdapat pada suat erada di bawah PPID pada sistem KIP-

layanan  informasi  publik.  Gambaran enter adalah sebagai . bidang pelaksana
kepengelolaan awal KIBenter seperti yang melakukan proses input / pengunggahan
informasi  publik, kategorisasi informasi

terlihat pada gambar 6.

Dari bagan pada gambar 6 terbagi
enam peran yang berjalan pada KIBnter
sesuai dengan tugasnya masing-masing,
Atasan PPID/Tim Pertimbangan menjadi

supervisi dari layanan informasi publik pada i
Badan Publiknya. Fungsi lain dari atasanYl@ma dar Bidang Pengelolaan TIK  dalam

PPID/Tim Pertimbangan adalah menjawabS'Stem KIP€enteradalah bertanggung jawab
layanan keberatan yang diajukan oleh dalam bagaimana sistem K@&enterberjalan
pengguna setelah berkoordinasi  dengar Sesuai dengan kebutuhan instansi Badan

Bidang Pengaduan/ Penyelesaian Keberatarjé;Ubllk tersebu.t B'%anc? lPengﬁI(:Iaan TIK ini
yang terdapat di bawah PPID. PPID ataupun ertanggung jawab dalam hal pengaturan

PPID-Pembantu yang merupakan pejabattemplatelaporan pengaturaiemplatesurat /
pengelola informasi  publik menjadi formulir yang diterapkan di instansinya,
penanggung  jawab  jalannya layanan melakukanbackupbasis data secara berkala,

informasi publik dibantu oleh empat bidang PE"Ccetakan laporan log aplikasi Kliéntey

publik sesuai dengan maksud informasi
publik, validasi informasi publik ketika akan
dipublikasikan, serta pencetakan laporan
informasi publik.

(2) Bidang Pengelolaan TIK, peran

Gambar 6
Struktur awal pengelola KIP Center

Supervisi I

Atasan PPID/ Tim
Pertimbangan

Penanggung Jawab I
\ 4 \ 4 \ 4 A
Bidang Pengaduan/ -
Penyelesaian Keberatan |
_3__

I 1 Koordinator |
2. Anggota ... ]

e
Memberikan Layanan
Penyelesaian Keberatan

Bidang Pengelolaan
Informasi & Dokumentasi
(Kearsipan)

Bidang
Pelayanan
Informasi Publik

Bidang
Pengelolaan TIK

Membenkan Layanan
Informasi Publik kepada
Masyarakat

y
Publikasi &
Dokumentasi Informasi
Publik

Pengolahan Data
Digital KIP Center

Sumber : Hasil Penelitian 2011
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serta pengaturan aplikasi KiPenter yang  KIP-Centerentitas Formulir yang digunakan
sesuai dengan kebutuhan dan kebijakarsebagai media permohonan bagi pemohon
instansinya. dalam mendapatkan informasi publik atau
(3) Bidang Pelayanan Informasi mengajukan keberatan menjadi satu entitas
Publik, peran utama dari Bidang Pelayananpada masing-masing buku register. Hal ini
Informasi  Publik adalah  bersentuhan disebabkan atribut dalam entitas formulir
langsung dengan pengguna Kllenter Peran  sudah terangkum sama pada buku register.
utama dari Bidang ini adalah melakukan input Atribut  dari  entitas Buku Register
permohonan informasi publik yang dilakukan Permohonan Informasi Publik  telah
oleh pemohon yang melakukan permohonandisebutkan dalam Pergub Banten Pasal 22
tidak melalui KIPCenter(mengisi formulir), ayat 2, dan atribut formulir permohonan
validasi permohonan informasi publik dari disebutkan dalam Pergub Banten Pasal 21
KIP-Center (prosesapproval permohonan), ayat 3. Sedangkan atribut dari entitas Buku
menjawab permohonan informasi publik, Register = Pengajuan  Keberatan telah
serta pencetakan laporan pelayanan informastlisebutkan dalam Perki SLI pasal 24 ayat 7
publik. dan Pergub Banten Pasal 30 ayat 2, dan
4) Bidang Pengaduan [ atribut  formulir  pengajuan  keberatan
Penyelesaian Keberatan, peran utama dardisebutkan dalam Perki SLI pasal 23 ayat 4
Bidang Pengaduan dan Penyelesaiandan Pergub Banten Pasal 29 ayat 3.
Keberatan adalah melakukan input (3) PPID (admin). Atribut dari entitas
permohonan keberatan yang dilakukanPPID disebutkan dalam Perki SLI pasall ayat
pemohon ketika melakukan pengajuan 4, serta Pergub Banten pasal 13 ayat 1. Ke-
keberatan melalui formulir permohonan, beradaan PPID sendiri merupakan pejabat
melakukan validasi pengajuan keberatan daridari lingkungan badan publik. Sehingga
basis data KIRGenter serta menjawab atribut yang digunakan adalah atribut utama
keberatan yang diajukan dengan berupa identitas dari PPID itu sendiri di
berkoordinasi terlebih dahulu dengan Atasanlingkungan kerjanya.
PPID / Tim Pertimbangan. (4) Hak Akses. Atribut hak akses ber-
fungsi untuk menentukan peran dari admin
Class DiagramEntitas Utama KIP-Center dalam menggunakan Kl@enter Entitas Hak
. .akses bukanlah entitas utama, akan tetapi se-
Terdapat beberapa entitas utama danb ; ) : :
layanan informasi publik pada Ki@enter agal entitas kelengk_apan / atribut bag| en-
y p Y
" titas admin. Pembagian hak akses didasari
yang bersumber pada analisis UU KIP, Perki q lisis tugas wewenang serta ke-
SLI serta Pergub Banten. Analisis pada anaisis tugas, 1ang
. - wajiban PPID seperti yang disebutkan pada
pembentukan class diagram ini sebatas .
atribut yang digunakan pada entitas-entitasperkl SLI pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9,
pasal 19, pasal 20-pasal 36 serta analisis

KIR-Center Secara umum - masing-masing fungsi pada bidang-bidang yang membantu
entitas memiliki atribut kunci berupa ID serta PPID

operasi dalam setiap entitas pada umumnya
adalah getter dan setter masing-masing
atribut dan memiliki fungsicreate, update
dan delete (CrUD) vyang nantinya
berhubungan dengan basis data. Entitas utam
pada KIPE€enterini adalah:

(1) Informasi  publik. Kelengkapan

(5) Berkas Digital &ttachment En-
titas berkas digital entitas yang memberikan
berkas digital yang diunggah oleh PPID seba-
ai berkas dokumentasi informasi publik.
erkas digital adalah entitas pelengkap dari
entitas informasi publik yang berfungsi seba-

. . . . . > ai media digital ketika pengguna maupun
(atribut) dari entitas informasi publik telah 9 .
disebutkan dalam Perki SLI pasal 11, pasalppID mengunduh berkas yang dibutuhkan.

idak terdapat ketentuan yang mengatur
12, dan pasal 13 serta Pergub Banten pasal él':i-tribut berkas digital baik dari UU KIP, Perki
pasal 7, dan pasal 8.

, SLI ataupun Pergub Banten.
(2) Buku  Register. Adapun  dalam (6) SKPD. Entitas SKPD adalah
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Gambar 7
UML - Class Diagram DependencyAntar Entitas KIP-Center
Fengguna BukuRegisterPermohonan FFID HakAkses
nama nomarPendaftaran nip alias
alamat tangoalFPermohonan nama inputinfoPublik
nomarTelepon [~ 7777 namaFemohon skpd werifinfoPublik
email alamat hakakses — [~~~ 7T~ cetakLaporaninfoPublik
nomarldentitas pekerfjagan [T T T T T T T T T T TTTA username inputPermobonan
pekerjaan nomaorkontak password werifPermahonan
lampiran informasivangDiminta flagPFID jawahFermohonan
pasFoto tujuan cetakLaporanPermohonan
Username statusinformasi . inputkeheratan
password formatyangDikuasai R : verifkeheratan
jenisFermohonan e 1 jawahkeheratan
keputusan o : cetakLaporankeheratan
' alasanFenolakan P SKPD administrasiAdmin
\\ tangoalPemberitahuan s administrasiPengguna
', biavaDibutuhkan ,// namaskPD verifPengouna
' caraPembayaran S alias updateTernplateLaporan
1 L lagoSkPD updateTemplateSurat
kK e updatelionfigurasi
" : . ’ T cetaklon
L . i
EukuRegisterkeheratan InformasiPublik
nomorPendattaran judul
tangoalPengajuan ringkasan
identitasPermaohon BerkasDigital katalunci
identitaskuasa jenis
nomaorPendaftaranPermohonan idinfarmasiPublik satker
infarmasivangDiminta namarile flagPublikasi
tujuan tipeFile | - — = tanggalDokumentasi
alasanPengajuan ukuran formatTersedia
keputusan konten jangkavaktiuPenvimpanan
tangoalkeputusan
namaTimPertimbangan
posisiTimPerimbangan
tanggapanFemohan

Sumber : Hasil Penelitian 2011

(7) entitas yang merupakan entitas dari layanan informasi publik pada KIP-
atribut dari entitas admin dan entitas Centeryang bersumber pada analisa UU KIP,
informasi publik yang menunjukkan SKPD Perki SLI serta Pergub Banten. Analisis
yang memiliki suatu informasi publik pada pembentukanactivity diagram ini meliputi
KIP-Center. proses lain diluar UU KIP, Perki SLI dan

(8) Pengguna. KIP-Center  yang Pergub Banten yang dibutuhkan pada layanan
digunakan sebagai layanan informasi publikinformasi publik melalui KIPCenter.

secara online membutuhkan entitas pengguna Berikut ini adalah proses bisnis utama
agar masyarakat dapat secara langsungang berjalan pada KIenter:
melakukan permohonan informasi publik atau (1) Pengunggahan (pdate dan

pengajuan keberatan pada KIP-Center secarpublikasi informasi publik. Pada proses ini in-
online. Adapun atribut dari entitas pengguna /formasi publik didokumentasikan pada sistem
pemohon dijelaskan pada Perki SLI pasal 23 KIP-Center selanjutnya dapat dipublikasikan
pasal 24, Pergub Banten pasal 20. Gambarakepada masyarakat atau hanya disimpan
dependency dari class diagram entitas-entitasnelalui proses verifikasi terlebih dahulu.
utama pada KIP-Center terlihat pada gambarProses verifikasi dilaksanakan agar tidak ter-
7. dapat kesalahan pengunggahan pada in-
formasi publik yang didokumentasikan. Se-
Activity Diagram Proses Bisnis Utama KIP-  hingga dalam proses ini terdapat dua admin
Center yang terlibat yaitu admin yang memiliki hak
akses dalam input informasi publik dan admin

Terdapat beberapa proses bisnis Utam%/ang memiliki hak akses untuk verifikasi in-
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formasi publik. Activity diagram dalam proses meriksaan) permohonan oleh admin terlebih
dokumentasi dan publikasi informasi publik dahulu untuk memastikan data permohonan
terlihat pada gambar 8. benar adanya dan bukan data spam.
(2) Layanan permohonan in- Sedangkan pada proses permohonan melalui
formasi publik. Pada proses ini merupakaninput formulir permohonan oleh PPID / ad-
representasi dari prosedur layanan permohonmin proses verifikasi secara otomatis dilak-
an informasi publik dari PPID kepada pemo- sanakan ketika admin menginput formulir
hon seperti yang terdapat pada UU KIP, Perkitersebut. Terdapat tiga hak akses admin yang
SLI dan Pergub Banten. Pada sistem KIP-berjalan pada proses ini, yaitu admin dengan
Center permohonan informasi publik dapat hak akses input permohonan, admin dengan
dilakukan melalui dua cara: dari penggunahak akses verifikasi permohonan dan admin
yang telah terdaftar pada sistem KIeater dengan hak akses menjawab permohonan.
atau dari input formulir permohonan in- Berikut ini adalahactivity diagram dalam
formasi publik yang dilakukan oleh PPID. proses permohonan informasi publik (gambar
Pada proses permohonan melalui penggun®).
yang telah terdaftar, dilakukan verifikasi (pe-

Gambar 8
UML - Activity Diagram: Proses Bisnis Dokumentasi dan Publikasi Informad?ublik
KIP- Center
e

Kelengkapan Form

Admin - Info Updater

Tampilkan Form
Administrasi Info
Publik

N,

[form tidak lengkap / salah]

Notifikasi
Informasi Publik
Diterima

Tampilkan Notifikasi |
Form Tidak Lengkap [/
Salah

[form |lengkap]

KIPC

Data Informasi Publik
Masuk Ke Tabel
Informasi Publik

Data Informasi Publik
masuk Ke Tabel Info
Publik Temporer

Publik Menunggu
Proses Approval

Notifikasi Data Info ‘

SR

Periksa Data Info informasi publik diterima
Publik yang L d L
Masuk

[informasi|publik ditolak]

Catatan
Kesalahan Dari
Admin

Admin - Info Approval

Sumber : Hasil Penelitian 2011
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Gambar 9
UML - Activity Diagram Proses Bisnis Permohonan Informasi Publik KIPCenter

Pengguna Terdaftar

KIFC

Adrin - Input Permohonan Admin - Verifikasi Permohonan

Admin - Jawab Permohonan

Sumber : Hasil Penelitian 2011

(3) Layanan pengajuan keberatan. secara langsung dengan disertai mengunggah
Pada proses pengajuan keberatan yanddentitas dokumen dalam bentuk digital,
berjalan pada KIRCenterdisesuaikan dengan selanjutnya  data  pengguna  tersebut
pengajuan keberatan pada Perki SLI dandiverifikasi terlebih dahulu oleh admin
Pergub Banten. Sama seperti pada proseserifikasi pengguna (verifikasusep untuk
permohonan informasi publik, pada proses melakukan validasi data dan validasi alamat
pengajuan keberatan juga dapat dilakukanemail. Dengan adanya proses verifikasi oleh
pada sistem KIRGenter ataupun melalui admin, diharapkan meminimalisir adanya
formulir, dan juga proses verifikasi terlebih data pengguna yang tidak valid. Berikut ini
dahulu dilakukan pada pengajuan keberatanadalah activity diagram pada proses
yang melalui sistem Kl&enter. Terdapat 3 pendaftaran pengguna (gambar 11).
admin yang berhubungan pada proses (5) Pencetakan Laporan. Pada
pengajuan keberatan, yaitu: admin denganproses pencetakan laporan dapat dilakukan
hak akses input keberatan, admin dengan haloleh admin yang memiliki hak akses dalam
akses verifikasi keberatan, dan admin denganpencetakan laporan dari beberapa entitas, hak
jawab pengajuan keberatan. Berikut ini akses tersebut antara lain: cetak laporan
adalah activity diagram pada proses bisnis informasi publik, cetak laporan permohonan,
pengajuan keberatan (gambar 10). cetak laporan keberatan, dan cetak log

(4) Pendaftaran pengguna. Pada aplikasi. Adapun bentuk laporan pada KIP-
proses pendaftaran pengguna dilakukan agaCenter bergantung padaemplate laporan
masyarakat dapat melakukan permohonanyang dapat diubah oleh admin dengan hak
informasi publik dan pengajuan keberatan akses updatéemplate laporan. Berikut ini
melalui KIP-Center. Pendaftaran pengguna adalah activity diagram pada proses
pada KIPCenter dilakukan oleh pengguna pencetakan laporan ((gambar 12).
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UML - Activity Diagram

Gambar 10
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Sumber : Hasil Penelitian 2011

UML - Activity Diagram

Gambar 11
Proses Bisnis Pendaftaran Pengguna Ki&enter
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Gambar 12
UML - Activity Diagram Proses Bisnis Pencetakan Laporan KIREenter

Cetak Laporan
Entitas Per Satuan [/
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Baca File Isi Template Dengan Buat File
Template Laporan Data Laporan Laporan

KIPC
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Sumber : Hasil Penelitian 2011

Admin - Update Template Laporan

PENUTUP layanan informasi tersebut tersebar di masing-
masing SKPD dengan adanya koordinasi dari
PPID Utama Biro Humas Pemprov Banten ke
Dari penelitian yang dilakukan, PPID-Pembantu di seluruh SKPD Pemprov
didapatkan model layanan informasi publik Banten. Dari SOP berupa Pergub Banten
pada Perki SLI yang berlaku secara umumNomor 16 Tahun 2011 didapatkan entitas
bagi semua badan publik. Pada Perki SLIutama pada layanan informasi publiknya
didapatkan enam entitas utama pada suatyaitu: PPID, PPID-Pembantu, Informasi
layanan informasi publik yaitu: Badan Publik, Publik, Pemohon, Formulir-formulir dan
PPID, Informasi Publik, Pemohon, Formulir- Buku Register. Relasi antar entitas pada
formulir, dan Buku Register. Selain itu, relasi Pergub Banten tersebut membentuk beberapa
antar entitas tersebut membentuk aktivitas /proses bisnis yang tidak jauh berbeda dari
proses bisnis yang terjadi pada suatu layanaferki SLI yang telah diatur dalam pasal-
informasi publik pada Perki SLI yang telah pasalnya, proses bisnis tersebut adalah:
diatur dalam pasal-pasalnya, proses bisnigpenyimpanan / pendokumentasian informasi
tersebut adalah: dokumentasi dan publikasipublik dan pengumumannya, permohonan
(pengumuman), permohonan  informasi informasi publik, pengajuan keberatan serta
publik, pengajuan keberatan, pencetakanpencetakan laporan.
laporan. Dari terbentuknya Perki SLI sendiri Pada lingkungan Pemprov Lampung,
dapat menjadi acuan bagi badan publik untuktelah terbentuk PPID sebelum adanya Perki
membuat SOP layanan informasi publik SLI. Akan tetapi ketika dilaksanakan
instansinya masing-masing. penelitian, PPID Pemprov Lampung belum
Model layanan informasi publik pada memiliki SOP tentang layanan informasi
Pemerintah Provinsi Banten dapat dilakukanpublik, sehingga tidak terdapat pembahasan
melalui website, dimana infrastruktur TIK model prosedur layanan informasi publik di
Pemprov Banten telah dikelola dengan baikPemprov Lampung. Adapun pelaksanaan
dan telah memilikivebsitesendiri. Pemprov FGD di lingkungan Pemprov Lampung
Banten telah memiliki SOP layanan informasi adalah membahas hasil dari penelitian di
publik di lingkungannya. Adapun bentuk Pemprov Banten, dari FGD tersebut dapat

Simpulan
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diketahui bahwa model layanan informasi sepenuhnya lingkungan badan  publik
publik Pemprov Lampung juga tersebar padapemerintah provinsi tersebut siap dalam
setiap SKPD dengan koordinasi PPID melakukan layanan informasi publik. Dari hal
Pemprov Lampung dari Dinas Komunikasi ini, tentunya dibutuhkan sosialisasi oleh
dan Informatika sebagai koordinator PPID Komisi Informasi sebagai instansi yang
Pemprov Lampung. mengawal pelaksanaan UU KIP agar badan-
Dari beberapa model yang didapat, badan publik di wilayahnya membentuk:

dibentuk model pengembangan K@fenter PPID, Peraturan daerah tentang layanan
sebagai aplikasi layanan informasi publik informasi publik, dankelengkapan layanan
secaraonline dengan mengombinasikan hasil tersebut sebagai pelaksanaan dari UU KIP.
dari model layanan informasi publik pada Sosialisasi hendaknya tidak hanya di
Perki SLI, Pergub Banten serta hasil FGD lingkungan pemerintahan, mengingat definisi
dengan Pemprov Lampung. Terbentuk badan publik tidak hanya berlaku pada
beberapa entitas utama pada layanarlingkungan pemerintah daerah seperti yang
informasi publik KIPCenteryaitu: Informasi  tertuang dalam UU KIP.

publik, buku register, PPID (admin), hak Pengembangan aplikasi KIPenter
akses, berkas digital, skpd dan penggunasaat ini telah selesai dilaksanakan dan telah
Model kepengelolaan KIBenter juga  dilaksanakan uji coba internal semua fungsi
dibentuk berdasarkan analisis entitas, perardalam aplikasi tersebut. Dari uji coba tersebut
tugas dan tanggung jawab PPID, sertafungsi aplikasi telah berjalan sepenuhnya
penyesuaian fungsi pada masing-masingsesuai dengan desain aplikasi yang telah
elemen dengan tugas dan peranannyairancang. Beberapa fungsi dirasakan mampu

sebagaimana yang terdapat pada suatuimemudahkan proses dokumentasi,
layanan informasi publik, bentuk permohonan dan penyampaian informasi
kepengelolaan tersebut adalah: Atasan PPIDpublik.

sebagai supervisi layanan informasi publik Dalam implementasi KIenter,

dan pihak yang berhak menjawab pengajuardibutuhkan dukungan oleh badan publik serta
keberatan, PPID sebagai penanggung jawatkomisi informasi untuk menjalankan dan
layanan informasi publik yang dibantu oleh 4 mensosialisasikan suatu sistem layanan
bidang: bidang pengelolaan informasi daninformasi publik secaraonline Dengan
dokumentasi, bidang pengelolaan TIK, bidangadanya dukungan tersebut, aplikasi KIP-
pelayanan informasi publik serta bidang Center dapat diuji coba secara publik
pengaduan / penyelesaian keberatan. Selaisehingga seiring dengan pelaksanaan tersebut
itu, terdapat beberapa proses bisnis tambahapematangan aplikasi dapat dilakukan dengan
seperti verifikasi yang terdapat dalam mendapatkan perbaikan dan masukan oleh
beberapa proses bisnis yang melibatkanend user baik dari masyarakat maupun dari
transaksi data dan proses bisnis pendaftaraPID pengguna Ki&Genter.

pengguna pada layanan informasi publik di

KIP-Center berikut ini adalah proses bisnis

yang terdapat pada Kleenter: DAFTAR PUSTAKA

pengunggahan /update dan publikasi

informasi publik, layanan permohonan Hull, Elizabeth; Jackson, Ken; Dick, Jeremy.

informasi  publik, layanan pengajuan (2011) Requirements Engineering Third

keberatan, pendaftaran pengguna dan Edition. London: Springer.

pencetakan laporan. Johnston, Andrew K. (2003)A Hacker’s
Guide to Project ManagemeniGreat

Saran Britain: Butterworth-Heinemann

Munassar, Nabil Mohammed Ali; Govardhan,
A.. (2010) A Comparison Between Five
Models Of Software EngineeringlCSI
International Journal of Computer

Dari penelitian yang telah
dilaksanakan pada dua lokasi badan publik
pemerintah provinsi didapatkan bahwa belum
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